
58

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur

Lintas Selatan sudah sesuai dengan mekanisme peraturan hukum yang

berlaku, dan pemberian ganti rugi yang berupa uang sudah memberikan

perlindungan hukum bagi pemegang Hak Milik Atas Tanah. Wujud

perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Hak Milik Atas Tanah

adalah bahwa ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah telah

disepakati bersama antara pemegang Hak Milik Atas Tanah dengan instansi

yang memerlukan tanah, serta dapat memberikan kelangsungan hidup yang

lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan

tanah sehingga pemberian ganti rugi tersebut telah sesuai dengan Perpres

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006

tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
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B. Saran

Penulis menyarankan agar pemegang Hak Atas Tanah yang terkena

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan ikut berperan

aktif dalam pengurusan penerbitan sertipikat yang baru.
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